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ABSTRAK 
 
Nama Penyusun  :  Nurhikmah Kasmar 
NIM  :  10500109056 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Judul                 : “ Tinjauan terhadapa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam 
Menyelesaikan Sengketa Perdata Pada Pengadilan Negeri 
Kelas 1a Khusus Makassar “ 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana efektifitas pelaksanaan 
mediasi yang telah diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan 
melalui Peraturan Mahkamah Agung guna menyelesaikan perkara-perkara 
perdata dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat keberhasilan 
mediasi tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan oleh para hakim mediator 
dalam mengefisienkan dan memaksimalkan pelaksanaan mediasi d 
Pengadilan Negeri Makassar.  
 
Penelitian dilakasanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu 
pada instansi Pengadilan Negeri Makassar, dimana penyusun mengambil data 
yang diperoleh secara langsung, baik berupa wawancara langsung terhadap 
narasumber di lapangan serta berupa data lainya yang diperoleh melalui 
kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan 
perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. 
 
Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya tujuan dari penerapan 
Peraturan Mahkamah Agung  (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi, ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan  yang 
dikehendaki oleh pemerintah. Banyaknya faktor tertentu yang mempengaruhi 
keberhasilan mediasi menjadi polemik tersendiri dalam pelaksanaannya. 
Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan berbagai 
upaya guna memaksimalkan pelaksanaan mediasi tersebut sehingga 
efektifitas dari Perma No 1 tahun 2008 dapat tercapai. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan 
oleh Hakim dan jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan 
dalam Berita Acara Persidangan.
1
 
Upaya mediasi secara langsung merupakan suatu kewajiban yang memang 
harus dilakukan dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa demi 
memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan suatu keadilan yang 
bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri, beserta hal-hal yang 
dikehendaki dalam proses mediasi tersebut. 
Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa 
sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Sebagaiman diperintahakan dalam QS. Al 
Hujurat ayat 10:
2
 
 
 
Terjemahnya: 
“ Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 
                                                          
1
  O. Bidara, Hukum Acara Perdata pasal 118 s/d 245 HIR dibandingkan dengan pasal 
142 s/d 314 RB (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 17-18. 
2
 Nashruddin Salim, Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama, Mimbar 
Hukum Nomor 63 (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBENPERA, April 2004), h. 6. 
2 
 
 
 
 
Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. Apabila 
keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam sebuah institusi hukum, maka hukum 
itu harus mampu menjadi sarana agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara 
seksama dalam masyarakat. Dalam konteks ini hukum yang mempunyai peran 
yang paling penting untuk menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut, 
selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa 
yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian
3
. 
Menurut Satjipto Raharjdo (1980:159)
4
 : 
“Pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar senantiasa 
merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat 
membicarakan hukum hanya sampai pada wujudnya. Sebagai suatu bagian 
Formal,kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan 
masyarakat.” 
 
Berdasarkan hal tersebut, hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, 
menurut Geny (2002:75)
5
 bahwa tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. 
Begitu pentingnya asas keadilan sehingga Al-Quran mengulangi kata keadilan 
lebih dari seribu kali, menempati posisi terbanyak setelah kata Allah dan ilmu 
pengetahuan.
6
    
                                                          
3
 Yasardin. Mediasi di Pengadilan Agama: Upaya pelaksaan SEMA No 1 tahun 2002, 
Mimbar Hukum Nomor 63 (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBENPERA April 2004) h. 18. 
4
 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung : Angkasa, 1980), h. 159. 
5
   Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2001), h. 75. 
6
  A. M. Saefuddin, dikutip dari Moh Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT. Rajabrafindo 
Persada, 2000), h. 116. 
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Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) 
disebutkan bahwa: 
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.  
(3) Badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undangundang.  
Keadilan merupakan inti dari hukum dan keadilan berujung pada putusan 
pengadilan. Kedudukan peradilan  sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 
(judicial power) yang berperan
7
: 
 Sebagai katup penekan (pressure valve) atas segala pelanggaran 
hukum dan ketertiban masyarakat, 
 Oleh karena itu, peradilan masih tetap relevan sebagai the last resort 
atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga 
secara teoritis masih diandalkan sebagai bahan yang berfungsi dan 
berperan  menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth 
and justice). 
Salah satu asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Sebagaiman tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang no 48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian perselisihan (sengketa) perdata yang 
sederhana, cepat dan murah adalah dambaan kita semua. Dambaan itu disadari 
                                                          
7
  M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 229. 
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oleh pembentuk undang-undang di Negara Republik Indonesia. Upaya 
penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui 
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dinyatakan dalam  
Pasal 58 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman. Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 60 Undang-undang tersebut 
bahwa: 
(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 
(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam 
kesepakatan tertulis. 
(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan 
itikad baik. 
 
Dalam pasal 130 HIR/154 RBg, juga dikenal dengan adanya upaya 
penyelesaian sengketa secara damai yang kemudian diatur dalam Perma No 2 
tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui 
menjadi Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan sebagai standar umum bagi pedoman pelaksanaan Mediasi 
yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Adapun Peraturan 
Mahkamah Agung tersebut sebagai revisi dari apa yang telah terkandung di dalam 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi berdasarkan 
evaluasi di Pengadilan. Oleh karena itu setiap Pengadilan Tingkat Pertama, baik 
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Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus menerapkan apa yang 
diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008. 
Penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efisien dan efektif . 
itu sebabnya pada masa sekarang ini, berkembang berbagai cara penyelesaian 
sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yaitu dikenal dengan Alternative 
Dispute Resulotion (ADR), dalam berbagai bentuk seperti
8
 : 
 Mediasi (mediation) melalui system kompromi di antara para pihak, 
sedang pihak ketiga yang bertindak sbagai mediator hanya sebagai 
penolong dan fasilitator. 
 Konsiliasi (conciliation) melalui konsiliator, pihak ketiga yang 
bertindak sbagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian. 
 Expert determination, menunjuk seorang ahli member penyelesaian 
yang menetukaan. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya 
mengikat kepada para pihak. 
 Mini trial, para pihak sepakat menunjuk seorang advisor yang akan 
bertindak untuk member opini kepada kedua belah pihak. Opini 
diberikan oleh advisor setelah mendengar permasalahan dari kedua 
belah pihak. Opini tersebut berisi kelemahan dan kelebihan masing-
masing pihak, serta member pendapat bagaimana cara penyelesaian 
yang harus ditempuh para pihak.  
Mediasi sebagai Alternative Dispute Resulotion (ADR) merupakan salah 
satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murahh, serta dapat 
                                                          
8
    ibid h. 236. 
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memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian 
yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan pengintegrasian mediasi 
ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument 
efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat 
dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di 
samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikative)
9
. 
Namun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan semakin 
berkurang. Hal itu didasarkan banyaknya kritik yang ditujukan kepada lembaga 
peradilan. Dimana lembaga-lembaga peradilan dinilai sebagai lembaga yang 
lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan 
kepadanya.  Salah satu masalah yang dihadapi oleh badan peradilan di Indonesia 
adalah lambanya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan.  Kritik tersebut 
memang ada benarnya meskipun tidak sepenuhnya benar, karena proses 
bersengketa di pengadilan harus mengikuti hukum acara, sehingga membutuhkan 
waktu. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di 
pengadilan yang efisien dan efektif serta para pihak sama-sama merasa menang 
(win-win solution), tidak ada pihak yang merasa dikalahkan.
10
 
Menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi (pengadilan) sangat 
menyita waktu, tenaga dan membutuhkan  biaya. Bahkan tidak hanya itu, 
akumulasi kekecewaan antara lain menghasilkan berbagai sindiran, seperti "lapor 
                                                          
9
   Lihat Perma nomor 1 tahun 2008. 
10
  Yasardin, Op.cit., h. 18.  
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kambing, hilang sapi" untuk menggambarkan bagaimana besarnya pengorbanan 
yang harus dikeluarkan pihak yang bersengketa tersebut. 
Kritik tentang lambannya penyelesaian sengketa secara litigasi antara lain 
dilontarkan oleh Suparto Wijoyo bahwa proses litigasi atau proses peradilan 
menapaki rentang waktu  7 smpai 12 tahun atau 5 sampai 15 tahun disamping ada 
juga yang hanya memakan waktu 5 sampai 6 tahun. Tempo tahapan penyelesaian 
sengketa terpola bervariasi secara hirarkis. Pada tinggkat pertama; 1(satu) – 3 
(tiga) tahun, banding; 1 (satu) – 2 (dua) tahun, kasasi; 1 (satu) – 3 (tiga) tahun dan 
peninjauan kembali; 1 (satu) – 2 (dua) tahun.11 
Prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata yang telah diatur 
dalam Perma No 1 tahun 2008 dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan dalam pengimplementasiannya di lapangan ternyata belum 
mampu dimaksimalkan. Hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Khusus Makassar sebagai lembaga 
peradilan tingkat pertama telah melaksanakan prosedur mediasi yang tertuang 
dalam Perma No 1 tahun 2008 selama kurang lebih 4 tahun terhitung dari tahun 
2008 sampai sekarang, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam 
pelaksanaannya, walaupun kekurangan tersebut tidak menyebabkan mediasi batal 
demi hukum.  
Berdasarkan uraian dan latar belakang, perlu penelitian dan pengkajian 
lebih mendalam tentang “ Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
                                                          
11
 Harijah Damis. ,Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 tahun 2002 tentang 
PemberdayaanPengadilan Tk.1 menerapkan Lembaga Damai” Mimbar Hukum Nomor 63 
(Jakarta: Al-Hikmah dan DITBENPERA, April 2004)  h. 24. 
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01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan 
Sengketa Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus 
Makassar)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi 
masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah tinjauan terhadap Perma No 1 tahun 2008 tentang 
Prosedur Medisi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata 
di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar 
memaksimalkan perdamaian dengan mediasi dalam menyelesaikan 
sengketa? 
3. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Khusus Makassar dalam pelaksanaan mediasi? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai tujuan 
dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian halnya dengan 
penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui tinjauan terhadap proses perdamaian dengan 
mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Khusus Makassar. 
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh 
Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar dalam pelaksanaan 
mediasi. 
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Khusus Makassar guna memaksimalkan perdamaian 
dengan mediasi dalam menyelesaikan sengketa.. 
Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
a.) Secara Ilmiah 
Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi 
dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara 
Perdata pada khususnya yang berkaitan dengan mediasi sebagai alternatif 
sengketa perdata. 
b.) Secara Praktis 
 Untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan masyarakat, 
bangsa, negara dan agama. 
D. Sistematika Penulisan 
Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan  yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis 
menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum 
ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil 
penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 
10 
 
 
 
BAB I. PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan 
dan defenisi operasional. 
BAB II. KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini berisi tentang landasan teori 
mengenai pengertian mediasi, mediator, perdamaian, tujuan mediasi, dasar hukum 
mediasi, mediasi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 
tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil 
mediasi.  
BAB III. METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi jenis penelitian, 
metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis 
data.   
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini 
penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan 
sebelumnya : Pertama, Efektivitas proses perdamaian dengan mediasi efektif 
dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus 
Makassar. Kedua, Faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan 
Negeri Kelas 1A Khusus Makassar dalam pelaksanaan mediasi. Ketiga, Upanya-
upanya Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar memaksimalkan 
perdamaian dengan mediasi dalam meyelesaikan sengketa. 
 BAB V PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban 
permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran. 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
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E. Defenisi Operasional  
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap 
variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam 
judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini 
sebagai variabel: 
“Efektivitas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keefektifan 
atau keadaan berpengaruh; kemanjuran atau kemujaraban.
12
  
“Peraturan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan, 
petunjuk, kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur.
13
 
“Mahkamah Agung” menurut Kamus Hukum adalah lembaga tinggi 
kehakiman atau pengadilan Negara tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah 
yang berkedudukan di ibukota Negara yang berfungsi mengawasi tindakan 
pengadilan yang ada dibawahnya; lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan 
kehakiman tertinggi Negara.
14
 
“prosedur mediasi” menurut pasal 1 ayat (7) Perma nomor 1 tahun 2008 
tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah tahapan proses mediasi 
sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
15
 
“Pengadilan” menurut Kamus Hukum adalah Majelis  yang memiliki 
tugas dan wewenang untuk mengadili sengketa dan memberikan keputusan 
                                                          
12
  Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2001) h. 284. 
13
   Ibid., h. 76. 
14
   M. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum (Surabaya: Publisher, 2009), h. 417. 
15
  Lihat Perma no 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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mengenai persengketaan hokum, pelanggaran hukum atau undang-undang dan 
sebagainya.
16
 
“Menyelesaikan” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah 
menyudahkan pekerjaan, menyempurnkan, menjdikan berakhir, menamatkan, 
memecahkan masalah.
17
 
“Sengketa” menurut Kamus Hukum adalah pertikaian, perselisihan, 
sesuatu yang menyebabkan perbadaab pendapat, sebuah konflik yang berkembang 
atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah 
menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung 
maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian 
atau kepada pihak lain.
18
 
Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan mediasi di sini adalah penyelesaian sengketa perdata melalui perundingan 
untuk mencapai sebuah kesepakatan damai yang diintegrasikan ke dalam proses 
beracara di pengadilan. 
                                                          
16
  M. Marwan dan Jimmy, Op.cit., h. 500. 
17
  Departeman Pendidikan Nasional, Op.cit., h. 1020. 
18
  M. Marwan dan Jimmy, Op.cit., h. 506. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian 
1. Mediasi 
Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah 
(mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa 
melalui mediator (penengah). Mediasi merupakan salah satu alternatif 
penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional 
melalui litigation (bersengketa di pengadilan). 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia madiasi adalah proses 
pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 
penasihat.
1
 
Menurut Tolberg dan Taylor, yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu 
proses sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari 
alternative dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan 
mereka.
2
 
Adapun Pengertian mediasi dalam kaitan pengintegrasiannya dalam 
system peradilan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 1 butir 6 Perma 
Nomor 2 tahun 2003 adalah Proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui 
perundingan anatara pihak yang bersengketa. 
                                                          
1
 Departeman Pendidikan Nasional, Op.cit., h. 726.  
2
 H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 
(Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 175. 
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Perundingan yang dilakukan para pihak, dibantu oleh mediator yang 
berkedudukan dan berfungsi: 
1) Sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial), 
dan  
2) Berfungsi sebagai pembantu atau penolong (helper) mencari 
berbagai kemungkina atau alternatif penyelesaian sengketa yang 
terbaik dan saling menguntungkan para pihak.
3
 
Sedangkan pengertian mediasi menurut Perma Nomor 01 tahun 2008, 
yang tercantum dalam pasal 1 butir 7 menyebutkan bahwa pengertian 
mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4
 
 
Mediasi dalam proses peradilan bersifat wajib, semua sengketa perdata 
wajib mediasi kecuali: Sengketa Niaga, Pengadilan Hub Industrial, Keberatan atas 
putusan BPSK dan KPPU.
5
 Mediasi diwajibkan pada hari sidang pertama yang 
dihadiri para pihak
6
. Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA ini 
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang 
mengakibatkan putusan batal demi hukum.
7
 
     Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa 
sengketa yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan 
menyebutkan nama mediator yang bersangkutan.(Pasal 2 (4) ). 
                                                          
3
  M. Yahya Harahap, Op.cit., h. 244. 
4
 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi  di 
Pengadilan. 
5
 Lihat Pasal 4 Perma No. 1 tahun 2008. 
6
 Ibid., Pasal 7  
7
 Ibid., Pasal 2 ayat (3)  
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Adapun Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari  
sejak    pemilihan mediator dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari sejak 
berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 13 ayat 
(3) dan (4). Dan jika selama kurun waktu tersebut para pihak tidak mampu 
menghasilakan kesepakatan atau karena sebab-sebab laiinya seperti yang 
tercantum pada pasal 15, maka mediasi dinyatakan gagal, dan hakim melanjutkan 
pemerikasaan sengketa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 
2. Mediator 
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan suna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa  tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
8
 
Adapun syarat atau kualifikasi yang dianggap kompeten bertindak 
melaksanakan fungsi sebagai mediator adalah: 
 Telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi. 
 Memiliki sertifikat mediator. 
 Netral dan tidak memihak. 
 Dalam Perma Nomor 01 tahun 2008 tidak memberikan pembatasan 
tertentu, tidak mengatur larangan atau pembatasan hubungan keluarga atau 
pekerjaan antara mediator dengan pihak yang bersengketa. hal itu bisa 
menimbulkan pertanyaan, apakah seorang yang mempunyai hubungan keluarga 
                                                          
8
 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi  di 
Pengadilan. 
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atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa , dapat disepakati 
bertindak sebagai mediator? Jawabannya adalah : 
 Selama yang bersangkutan dapat bersikap netral dan imparsial, tidak 
menjadi masalah. 
 Apabila para pihak sepakat, tidak menjadi masalah meskipun mediator 
tersebut mempunyai hubungan keluarga maupun hubungann kerja 
dengan salah satu pihak. 
Patokannya adalah kesepakatan para pihak, bukan pada faktor hubungan 
darah atau pekerjaan. Siapapun dapat bertindak sebagai mediator asal para pihak 
sepakat dan orang itu memiliki sertifikat mediator. Namun demikian pemilihan 
mediator seperti itu, lebih baik dihindari karena potensial mengandung 
pertentangan kepentingan.
9
 
Dalam acara mediasi adalah “beyond the law”, yakni menggeser hukum 
dengan mencari “apa ytujuan atau kepentingan” para pihak. Jadi dalam mediasi 
bagaimana kepentingan para pihak bisa terakomodasikan. Agar kepentingan para 
pihak bisa terakomodasikan, maka perundingan berdasarkan kepentingan dimulai 
dengan mengembangkan dan menjaga hubungan baik para pihak. Peran mediator 
adalah bagaiman ia dapat membangun komunikasi yang baik diantara para pihak, 
selanjutnya mengoptimalkan pemberdayaan masing-masing pihak dengan 
mengajukan tawaran atau pilihan-pilihan pyang dapat mengakomodasikan 
kepentingan kedua pihak. 
 
                                                          
9
  M. Yahya Harahap, Op.cit., h. 247. 
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3. Perdamaian  
Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang 
dalam praktek pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim 
maupun bagi pihak-pihak yang bersengketa.  
Dalam pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa: 
Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan 
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu 
sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu sengketa. 
Kemudian dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg disebutkan bahwa jika pada 
hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperakara hadir 
dalam persidangan, maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-
pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian maka pada hari 
persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak 
dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu.
10
 
 
B. Tujuan mediasi 
Menyelesaikan suatu pertentangan yang timbul disebabkan sengketa 
perdata dengan keputusan pengadilan sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai 
cara yang paling tepat. Menyelesaikan suatu sengketa atu sengketa perdata dengan 
keputusan pengadilan harus dipandang sebagai cara yang formal saja sekadar 
lebih terpuji daripada menghakimi sendiri.
11
  
Sedangkan tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah : 
                                                          
10
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 2001), h. 108.  
11
 Victor M Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata ( 
Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) h. 16. 
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a. Menghasilkan suatu rencana atau kesepakatan ke depan yang dapat 
diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. 
b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima 
konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat. 
c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu 
konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk 
mencapai penyelesaian secara konsensus. 
Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi : 
a. mediasi diharapkan dapat menyelesaiakan sengketa dengan cepat 
dan biaya murah. 
b. hasil-hasil yang didapatkan akan memuaskan para pihak karena 
keputusan yang diambil berdasarkan mufakat para pihak. 
c. kesepakatan yang diperoleh bersifat secara komperhensif karena 
tidak hanya masalah hukum saja tapi juga menyangkut masalah di 
luar hukum. 
d. mediasi memberi para piak kemampuan untuk melakukan kontrol 
terhadap proses  dan hasilnya. 
e. mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang 
hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa 
yang dijatuhkan hakim di pengadilan. 
 
C. Dasar Hukum Mediasi 
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2002 
19 
 
 
 
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Menerapkan Lembaga 
Damai, sebagaimana yang diamanatkan dalam HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 
yang telah mengatur lembaga perdamaian, dimana “Hakim wajib terlebih dahulu 
mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum sengketanya diperiksa” 
SEMA No 1 tahun 2002 ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi, 
sebagai penggantinya yang merupakan penyempurnaan surat edaran tersebut 
adalah Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. Alasan lahirnya Perma Nomor 2 tahun 2003 ini dapat 
disimak dari konsiderannya bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses 
beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument yang efektif 
mengatasi kemungkinan penumpukan sengketa di pengadilan.
12
 Perma Nomor 2 
tahun 2003 tersebut diganti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berlaku sejak ditetapkan 
yaitu tanggal 31 Juli 2008. Alas an dicabutnya Perma No. 2 tahun 2003 dan 
digantikan dengan Perma No. 1 tahun 2008, kareana ternyata ditemukan beberapa 
permasalahan yang bersumber dari Perma No. 2 tahun 2003 itu sendiri, serta 
untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses bersengketa di 
Pengadilan. 
Selain itu Mediasi atau APS di luar Pengadilan juga diatur dalam pasal 6 
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa.  
 
                                                          
12
   I Made Sukadana, Mediasi Peradilan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 18. 
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D. Mediasi mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. 
Peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Dimana sederhana mengandunga arti proses pemeriksaan dan penyelesaian 
sengketa dilakukan secara efisien dan efektif, tidak terlalu birokratis serta tidak 
berbelit-belit. Cepat mengandung arti dimana pemeriksaan dan penyelesaian 
sengketa tidak terlalu lama yang dapat menyebabkan proses sengketa sampai 
bertahun-tahun, bahkan harus dilanjutkan oleh ahli warisnya karena waktu yang 
diperlukan relative singkat, selama 40 hari kerja 
. Sedangkan biaya ringan berarti sengketa tersebut terjangkau oleh para 
pencari keadilan.
13
 
Esensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata yang terintegrasi ke 
acara peradilan adalah "keadilan", yaitu memenuhi keinginan kedua pihak, tidak 
ada yang merasa dikalahkan apalagi direndahkan. Kedua pihak merasa dihormati 
sehingga memenuhi esensi ego manusia yang paling dalam yaitu kejayaan 
(glorio) untuk selalu ingin dihormati. Esensi mediasi tersebut sesuai dengan asas 
musyawarah untuk mufakat yang merupakan cita hukum bangsa Indonesia untuk 
menuju harmonisasi sosial
14
. 
Terintegrasinya mediasi ke proses atau acara peradilan memperkuat fungsi 
pokok peradilan yang bersifat ajudikasi. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa di luar peradilan menurut UU No. 30 Tahun 1999 sangat bermanfaat 
                                                          
13
  Pasal 2 ayat (4) jo. Penjelasan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
14
   I Made Sukadana, Mediasi Peradilan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 224. 
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digunakan dalam proses peradilan. Sebagai cara yang terintegrasi ke acara 
peradilan, mediasi memiliki keunggulan spesifik yaitu mampu menghasilkan 
putusan tanpa menyisakan masalah, bersifat final dan mengikat, bertitel 
eksekutoral, mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 
ringan, sehingga akan mengurangi derasnya laju sengketa ke pengadilan 
khususnya Mahkamah Agung. 
Pengintegrasian tersebut dilakukan karena sudah menjadi doktrin umum 
(communion doctorum) bahwa mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian 
sengketa yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan proses litigasi. Hal 
demikian dapat dibenarkan karena bila mediasi berhasil, maka kedua belah pihak 
merasa bahwa putusan perdamaian itu dirasa adil bagi mereka, sehingga tidak 
perlu ditempuh upaya hukum yang ada. 
E. Tahap Pramediasi 
Berhubungan dengan sifat mediasi di pengadilan adalah wajib, maka 
hakim mempunyai kewajiban untuk memerintahkan kepada para pihak yang 
bersengketa untuk menempuh perdamaian melalui mediasi terlebih dahulu. 
Padahal diketahu bahwa prinsip mediasi bersifat sukarela, tetapi mediasi di 
pengadilan berdasarka Perma Nomor 1 tahun 2008 maupun Perma Nomor 2 tahun 
2003 bersifat wajib untuk ditempuh oleh para pihak yang berperkara di 
pengadilan. 
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Ketentuan tersebut dirumuskan dalam pasal 7 Perma Nomor 1 tahun 2008 
mengenai kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum pada persidangan 
hari pertama:
15
 
(1) Pada sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, 
hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, 
(2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan 
mediasi, 
(3) Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, 
mendorong para pihak untuk berperan langsung atau efektif dalam 
proses mediasi, 
(4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri 
berperan langsung atau efektif dalam proses mediasi, 
(5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan 
kesempatan para pihak menempuh proses mediasi, 
(6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada 
para pihak yang bersengketa. 
 
Pasal 7 Perma Nomor 1 tahun 2008 ini bertujuan untuk agar proses mediasi dapat 
berjalan tanpa ada halangan atau kendala yang disebabkan baik oleh para pihak, 
pihak ketiga, maupun pihak kuasa hukum para pihak. Agar para pihak tidak 
merasa ragu-ragu untuk menempuh prose mediasi, hakim harus menjelaskan 
prosedur mediasi.
16
 
  Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008, 
perintah hakim kepada para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu 
menempuh mediasi tersebut disampaikan oleh hakim pada siding hari pertama 
yang telah ditenukan, yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa. Kewajiban hakim pemeriksa perkar menyampaikan perinta 
                                                          
15
 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi  di 
Pengadilan. 
16
 Mahkamah agung Republik Indonesia, Japan international Cooperation Agency dan 
Indonesia Institute for Conflict Tranformation, Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: 
Mahkamah agung Republik Indonesia, Japan international Cooperation Agency dan Indonesia 
Institute for Conflict Tranformation, 2008), h.29. 
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menempuh mediasi kepada para pihak yang besengketa dilakukan pada hari siding 
pertama sebelum siding pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim. 
 Ketua majelis hakim pemeriksa perkara memberikan kesempatan kepada 
para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki atau yang disepakati 
bersama dan berunding tentang pembebenan biaya dalam hal mediator bukan 
hakim kemudian majelis menskor persidangan. 
a. Daftar mediator 
- Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan 
menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 
(lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan 
atau pengalaman para mediator.  
- Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah 
memiliki sertifikat dalam daftar mediator. Jika dalam wilayah 
pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, 
semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan 
dalam daftar mediator. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat 
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya 
ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang 
bersangkutan.Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, 
Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar 
mediator.  
- Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar 
mediator. 
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- Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar 
mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi 
tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan 
pelanggaran atas pedoman perilaku. 
b. Honorarium Mediator 
Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Uang jasa mediator 
bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan 
kesepakatan para pihak. 
c. Batas Waktu Pemilihan Mediator 
Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para 
pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya 
untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin 
timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.  
Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua 
majelis hakim,Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk 
melaksanakan tugas. Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana telah 
terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, 
maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator 
kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang 
kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan 
pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk 
menjalankan fungsi mediator. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat 
hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok 
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perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib 
menjalankan fungsi mediator. 
Dalam hal mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majelis hakim 
memberitahukan mediator yang ditunjuk melalui salinan 
gugatan/permohonan/perlawanan kemudian memerintahkan para pihak untuk 
menemui mediator yang ditunjuk guna memusyawarahkan jadwal mediasi. 
Majelis hakim akan menunda siding empat belas hari untuk member kesempatan 
kepada para pihak menempuh proses mediasi yang dibantu oleh mediator dan 
apabila dianggap perlu dapat diperpanjang pada siding berikutnya. 
F. Tahap Pelaksanaan Mediasi 
Pelaksanaan mediasi haruslah dilakukan di tempat atau ruangan khusus 
mediasi Pengadilan kecuali para pihakmenghendaki lain apabila mediator bukan 
dari hakim. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak 
terlebih dahulu mediator harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
17
 
1. Memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang 
netral; 
2. Menjelaskan pentingnya mediasi sebagai sala satu alternative 
penyelesaian perkara; 
3. Menjelaskan bahwa mediator hanya memfasilitasi pertemuan, tidak 
memaksa atau menjadi pemutus; 
4. Membuat kesepakatan biaya mediasi dalam hal mediator adalah bukan 
hakim pengadilan; 
                                                          
17
 Abdul Razak Ahmad, Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama 
Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari, (Kendari: PTA Kendari, 2010), h.7. 
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5. Menjelaskan tahapan-tahapan proses penyelesaian sengketa melalui 
mediasi; 
6. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 
7. Menyusun aturan main yang harus disepakati seperti tidak boleh saling 
menyelah pembicaraan pihak lain, tidak bleh saling menyerang dan 
tidak dibenarkan menerima telepon atau pesan via ponsel. 
 
Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah yang termuat dalam gugatan, 
untuk itu mediator member kesempatan kepada kedua pihak yang hadir untuk 
menyiapkan resume perkara baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian pada 
hari dang tanggal yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan penggugat dan 
tergugat maka penggugat menyampaikan atau membacakan resumenya dan 
dilanjutkan dengan penyampaian resume dari tergugat atau kuasa hukumnya.
18
 
a. Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi 
Ketentuan yang terkait dengan penyusunan dan penyerahan resume 
perkara diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2008 
yang menyatakan sebagai berikut:
19
 
(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk 
mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan 
resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator; 
(2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal 
memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume 
perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. 
 
                                                          
18
 Ibid, h.8  
19
 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi  di 
Pengadilan 
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Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak 
mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim Atas dasar 
kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 
(empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jangka waktu 
proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Jika diperlukan 
dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh 
dengan menggunakan alat komunikasi. 
b. Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal 
Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu 
pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak 
menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah 
disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi 
tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, 
mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan 
aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan 
pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang 
berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, 
mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa 
perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak 
tidak lengkap. 
c. Tugas-tugas mediator 
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Terkait dengan kewajiban dan tugas-tugas mediator dalam proses mediasi 
di pengadilan, ketentuan dalam Pasal 15 Perma Nomor 1 tahun 2008 menyatakan 
sebagai berikut:
20
 
(1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi 
kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.   
(2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan 
dalam proses mediasi.   
(3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.  
(4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang 
terbaik bagi para pihak. 
 
d. Keterlibatan Ahli 
Dalam proses mediasi di pengadilan dimungkinkan para pihak untuk 
meminta jasa seorang ahli untuk memberikan penjeasan tentang materi tertentu 
yang disengketakan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, misalnya 
terjadi perbedaan di antara para pihak menyangkut satu materi tertentu, sedangkan 
materi tersebut bersifat sangat penting dalam proses perdamaian yang sedang 
dilaksanakan.
21
 
Perma Nomor 1 tahun 2008 memberikan kemungkinan keterlibatan ahli 
dalam proses mediasi di pengadilan. hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16 
yang menyatakan sebagai berikut: 
(1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat 
mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk 
memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu 
menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.  
                                                          
20
 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi  di 
Pengadilan 
  
21
 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), h.189  
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(2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan 
mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian 
seorang ahli.   
(3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses 
mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. 
 
G. Tahap Akhir Implementasi Hasil Medisi 
a. Mencapai Kesepakatan 
Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan 
bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan 
ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para 
pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis 
persetujuan atas kesepakatan yang dicapai sebelum para pihak menandatangani 
kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk 
menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak 
dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib 
menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk 
memberitahukan kesepakatan perdamaianPara pihak dapat mengajukan 
kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta 
perdamaian,Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian 
dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat 
klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah 
selesai. 
b. Tidak Mencapai Kesepakatan 
Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja para pihak 
tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara 
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tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada 
hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan 
pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap 
tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk 
mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan 
putusan.Upaya perdamaian berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa 
perkara yang bersangkutan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum empirik dan 
normatif  dengan fokus kajian pendekatan Yuridis Sosiologis (Sociologys Legal 
Research). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan 
yang berkaitan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya perdamaian 
untuk mewujiudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara sosiologi 
dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum. 
B. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
yuridis empirik,  dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang 
diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengaitkan dengan 
kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan kegiatan atau peristwa alamiah dalam praktek sehari-hari di 
masyarakat.  
C.  Metode Pengumpulan Data 
Untuk menunjang pembahasan  ini, diperlukan data yang cukup sebagai 
bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka 
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :  
a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak 
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yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah 
hakim yang berkompeten pada Pengadilan Negeri Makassar. 
b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. 
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penulisan  ini, penyusun menggunakan sistem analisis data secara 
kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. 
Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui 
wawancara langsung dengan hakim pada Pengadilan Negeri Makassar untuk lebih 
mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif 
mengenai mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. 
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BAB IV 
HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 
A. Gambaran umum Pengadilan Negeri Makassar 
1. Selayang Pandang Pengadilan Negeri Makassar 
Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan, 
yakni tepatnya pada tahun 1916. Pada awalnya selain berfungsi sebagai tempat 
penghukuman bagi rakyat pribumi, Pengadilan Negeri Makassar juga menjadi 
tempat untuk mencari keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di 
makassar dan sekitarnya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung 
pengadilan Negeri Makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi, 
tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena itulah Gedung Pengadilan 
Negeri Makassar yang masih kental dengan corak khas belanda tersebut termasuk 
diantara situs-situs heritage (peninggalan bersejarah) yang dilindungi oleh 
Pemerintah Kota Makassar. 
Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Negeri Makassar 
berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa : 
Priode tahun 1951 – tahun 1955, Thio Jong Gong  
Priode Tahun 1955 – tahun 1960, Andi Walinono, SH. 
Priode tahun 1960 – tahun 1962, Indriharto, SH. 
Priode tahun 1962 – tahun 1965, Moh. Arsyad, SH.  
Priode tahun 1965 – tahun 1969, R. Harsadi Darsokusumo. 
Priode tahun 1969 – tahun 1973, Abdul Samad, SH. 
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Priode tahun 1980 – tahun 1982, Andi Tahir Hamid, SH. 
Priode tahun 1982 – tahun 1984, Slamet Rijanto, SH. 
Priode tahun 1984 – tahun 1985, J. Serang, SH. 
Priode tahun 1985 – tahun 1987, Ms. Lumme, SH. 
Priode tahun 1987 – tahun 1990, Rijanto, SH. 
Priode tahun 1990 – tahun 1993 Isno Suseno, SH. 
Priode tahun 1994 – tahun 1995, Imam Soekarno, SH. 
Priode tahun 1995 – tahun 1996, H. Soeharto, SH. 
Priode tahun 1996 – tahun 1998, Sjamsubril Manan, SH. 
Priode tahun 1998 – tahun 2000, Soewito, SH. 
Proide tahun 2000 – tahun 2002, Ismed Ilahode, SH. 
Priode tahun 2002 – tahun 2004, H. Haryono, SH. 
Priode tahun 2004 – tahun 2006, Hj. A. Haedar, SH. 
Priode tahun 2006 – tahun 2007, Sudirman Hadi, SH. 
Priode tahun 2007 – tahun 2008, Soeroso Ono, SH., MH. 
Priode tahun 2009 – tahun 2010, Asli Ginting, SH. 
Priode tahun 2010 – tahun 2012, H. Makkassau, SH., MH. 
Priode tahun 2012 – sekarang, H. Andi Isna Renishwari C, SH., MH. 
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar 
VISI: 
 
"Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" 
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MISI: 
 Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, 
serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
 Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur 
tangan pihak lain. 
 Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat 
 Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 
 Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan 
dihormati. 
 Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan 
transparan. 
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3. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar. 
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4. Uraian Tugas 
 
Adapun uraian tugas-tugas para pejabat-pejabat Pengadilan negeri Makassar 
adalah sebagai berikut: 
a. Ketua Pengadilan Negeri 
Uraian tugas : 
1. Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas 
Pengadilan secara baik dan lancar. 
2. Memutuskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai 
Ketua BAPERJAKAT. 
3. Memutuskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai 
Koordinator Pengawas Bidang. 
4. Memutuskan Para Hakim Hakim sebagai Pengawas Bidang tertentu. 
Uraian Tugas Bidang Perdata. 
1. Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan 
persidangan. 
2. Menetapkan panjar biaya perkara. 
3. Dalam hal Pengugat atau Tergugat tidak mampu, Ketua dapat 
mengizinkan untuk beracara prodeo. 
4. Membagi perkara gugatan kepada Majelis Hakim untuk disidangkan. 
5. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara 
lisan. 
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6. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar 
terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan teguran untuk memenuhi 
putusan serta merta,putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya. 
7. Menetapkan biaya Jurusita dan menetapkan biaya eksekusi. 
8. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu 
dalam hal ada gugatan perlawanan dan berwenang menangguhkan 
eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas 
perintah Ketua Mahkamah Agung. 
9. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
10. Menetapkan : 
a. Pelaksanaan lelang. 
b. Tempat pelaksanaan lelang. 
c. Kantor lelang Negara sebagai Pelaksana lelang. 
11. Melaksanakan putusan serta merta. 
a. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib minta izin kepada 
Pengadilan Tinggi. 
b. Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib izin kepada 
Mahkamah Agung. 
12. Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan. 
13. Melakukan penyumpahan terhadap permohonan kewarganegaraan 
yang telah memperoleh Surat Keputusan Presiden. 
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14. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang 
ingin menyatakan berbedaan pendapat dengan kedua anggota Hakim 
Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya. 
15. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan 
Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan 
hasil evaluasinya secara       periodik kepada Pengadilan Tinggi dan 
Mahkamah Agung. 
16. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang Undang untuk 
membawa keluar dari ruang Kepaniteraan Daftar, catatan, risalah, 
berita acara serta berkas perkara. 
17. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah Agung 
atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan Hukum dan perkara 
kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera 
Pengganti dan Jurusita. 
Uraian Tugas Bidang Pidana. 
1 Membagi perkara dengan acara Biasa kepada Majelis Hakim / Hakim 
untuk disidangkan. 
2 Menanda tangani Penetapan Penahanan, Penetapan perpanjangan 
penahanan khusus untuk perkara yang Ketua Majelisnya Ketua Pengadilan 
Negeri. 
3 Menandatangani Penetapan perpanjangan penahanan. 
4 Membuat data Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari 
sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu. 
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5 Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan Verstek 
kepada penyidik, isi Putusan banding dan isi Putusan Kasasi kepada 
Terdakwa / Pemohon. 
6 Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang 
ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua Hakim Majelis lainnya 
dalam memutuskan perkara     serta merahasiakannya. 
7 Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk 
membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, Catatan, risalah, berita 
acara serta berkas perkara. 
8 Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses 
9 Memutuskan untuk Hakim bertindak selaku Hakim Pengawas dan 
Pengamat (KIMWASMAT) secara periodik. 
b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Uraian Tugas : 
Bidang Yudisiil. 
1 Pembagian Perkara Perdata Permohonan dan Pidana Singkat/Tindak 
Pidana Ringan dan Tindak pidana Lalu lintas ; 
2 Mengeluarkan Penetapan Penyitan, Pengledahan dan Perpanjangan 
Penahanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau Penyidik  
3 Mengeluarkan Izin / Penetapan Sita ; 
Bidang Non Yudisiil. 
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1 Koordinator tugas-tugas Pengawasan Bidang, Penyelesaian tunggakan 
Minutasi Perkara, Pembenahan Arsip Perkara In-aktif dan Pembenahan 
Perpustakaan ; 
2 Pengawasan Bidang Keuangan, baik keuangan Perkara maupun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( DIPA) Tahun Anggaran 
perjalan ; 
3 Pengawasan Disiplin Pegawai dan Bimbingan terhadap Hakim, 
Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam kaitannya dengan 
kemampuan tehnis yudisiil dan administrasi ; 
4 Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT. 
5 Melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pengawas Absen. 
6 Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan 
Uraian Tugas Sebagai Hakim : 
1 Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, pelaksanakan serta pengorganisasiannya. 
2 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang-bidang tertentu yang 
telah ditentukan dan melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan. 
3 Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi dan 
tehnis yustisial, umpamanya mengenai pelaksanaan eksekusi serta 
melaporkan kepada pimpinan Pengadilan secara berkala. 
4 Menetapkan hari sidang. 
5 Menetapkan sita jaminan. 
6 Mengadakan pemeriksaan setempat. 
42 
 
7 Mengemukaan pendapat dalam musyawarah Majelis. 
8 Menyiapkan konsep putusan secara lengkap untuk diucapkan. 
9 Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.\ 
10 Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan / 
permasalahan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi / 
Mahkamah Agung. 
Uraian Tugas Bidang Perdata. 
1. Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan 
persidangan. 
2. Menetapkan panjar biaya perkara. 
3. Dalam hal Pengugat atau Tergugat tidak mampu, Ketua dapat 
mengizinkan untuk beracara prodeo. 
4. Membagi perkara gugatan kepada Majelis Hakim untuk disidangkan. 
5. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara 
lisan. 
6. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar 
terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran untuk memenuhi 
putusan serta merta,       putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi 
lainnya. 
7. Menetapkan biaya Jurusita dan menetapkan biaya eksekusi. 
8. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam 
hal ada gugatan perlawanan dan berwenang menangguhkan eksekusi 
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dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah 
Ketua Mahkamah Agung. 
9. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
10. Menetapkan : 
 Pelaksanaan lelang. 
 Penggledahan. 
 Register Ijin Penyitaan. 
 Register Barang Bukti. 
 Register Permohonan Banding. 
 Register kasasi. 
 Register Peninjauan Kembali. 
 Register Grasi. 
Administrasi Keuangtan Pidana yang meliputi : 
 Uang Bantuan Hukum. 
 Uang Jaminan Penangguhan Penahanan. 
c. Hakim – Hakim Pengadilan Negeri 
Uraian Tugas : 
1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, pelaksanakan serta pengorganisasiannya. 
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang-bidang tertentu yang 
telah ditentukan dan melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan. 
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3. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi dan 
tehnis yustisial. 
4. Menetapkan hari sidang. 
5. Menetapkan sita jaminan. 
6. Mengadakan pemeriksaan setempat. 
7. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis. 
8. Menyiapkan konsep putusan secara lengkap untuk diucapkan. 
9. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan. 
10. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan / 
permasalahan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi / 
Mahkamah Agung. 
11. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian 
dan Umum 
12. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Absen 
13. Melaksanakan tugas sebagai Anggota BAPERJAKAT. 
14. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Hukum 
15. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Pidana. 
16. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat 
(KIMWASMAT) 
17. Melaksanakan tugas sebagai HUMAS pada Pengadilan Negeri 
Makassar. 
18. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Perdata. 
Uraian Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat : 
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1. Pemeriksaan dan penandatanganan Register Wasmat. 
2. Pemeriksaan kebenaran BA. Eksekusi putusan ke RUTAN. 
3. Observasi keadaan pisik di RUTAN. 
4. Wawancara dengan petugas RUTAN tentang prilaku serta hasil 
pembinaan Napi. 
5. Wawancara dengan Napi tentang perlakuan terhadap dirinya, hubungan 
sesama Napi dan petugas RUTAN. 
6. Hubungan Koordinatip dengan KA.RUTAN dan DPP serta KANWIL 
dalam pemecahan masalah tata perlakuan terhadap Napi yang bersifat 
tehnis didalam maupun        diluar RUTAN. 
7. Memeriksa ketepatan waktunya penyerahan terpidana oleh PU ke 
RUTAN. 
8. Memeriksa pelaksanaan masa pidana oleh Kepala RUTAN. 
9. Memeriksa akan hak-hak Napi memperoleh asimilasi, remisi, cuti 
lepas bersyarat integrasi, dll 
B. Efektivitas Proses Perdamaian dengan Mediasi efektif dalam 
menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus 
Makassar. 
Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih 
cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada 
para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan 
memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di 
pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah 
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penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi 
lembaga non-pradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan 
yang bersifat memutus (Ajudikatif). 
Berdasarkan hasil wawancara, Mahyuti mengatakan bahwa mediasi adalah 
salah satu upaya penyelesaian sengketa yang paling efektif,  kenapa? Karena 
putusan mediasi yang dituangkan dalam sebuah akta perdamaian telah 
berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi
1
.  
Pemilihan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dilatarbelakangi 
oleh berbagai faktor, terutama adalah: 
1. Proses mediasi dapat diselesaikan dalam waktu relatif lebih singkat 
daripada proses litigasi yang umumnya memakan waktu yang lama. 
2. Biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak lebih murah. 
3. Dalam mediasi para pihak dapat menyampaikan permasalahannya secara 
lebih terbuka karena mediasi bersifat tertutup sehingga hal-hal yang 
disampaikan oleh para pihak terjamin kerahasiaanya. 
4. Penyelesaian sengketa bersifat holistik, artinya, penyelesaian sengketa 
tidak hanya melihat dari satu aspek saja melainkan mempertimbangkan 
berbagai aspek. 
5. Dalam proses mediasi pihak yag tidak secara langsung terkait dengan 
sengketa dapat diundang dalam perundingan. 
                                                          
1
 Mahyuti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri 
Makassar, 7 Januari 2013. 
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6. Proses mediasi bersifat non adversial karena para pihak tidak diperlakukan 
sebagai lawan tetapi sebagai mitra runding. 
7. Mediasi menghasilkan kesepakatan yang win-win solution. 
8. Bagi pihak tertentu penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak membuat 
kredibilitas lembaga menjadi menurun atau dianggap buruk oleh 
masyarakat. 
Dalam upaya mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 
tersebut salah satu upaya pegadilan yaitu dengan mengintegrasikan mediasi ke 
acara peradilan.karena dipandang sebagai salah satu  cara penyelesaian sengketa 
yang lebih cepat (expedited procedure) dan tidak memakan banyak biaya (zero 
cost) diban 
Dibandingkan dengan proses melalui jalur litigasi, mediasi dapat 
memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh 
keadilan atau penyelesaian yang memuaskan terhadap sengketa yang dihadapi 
para pihak yang bersengketa. 
Dalam literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi 
atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian Alternative 
dispute resolution (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih 
cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Selain itu, proses mediasi 
dalam penyelesaiannya lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan 
pendekatan hukum dan bargaining power. 
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Selain itu untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan perlu 
adanya suatu instrument yang efektif sebagai upaya mengatasi penumpukan 
perkara tersebut, salah satunya adalah sistem mediasi yang diintegrasikan kedalam 
proses beracara di Pengadilan. Dalam hal mediasi berhasil, maka kedua belah 
pihak merasa bahwa putusan perdamaian itu adil bagi mereka, hubungan baik 
akan tetap terjaga, tidak ada yang merasa dikecewakan, sehingga tidak perlu 
ditempuh upaya hukum yang ada. 
Berdasarkan hasil wawancara, lebih lanjut diungkapkan oleh bapak 
Mahyuti, bahwa sebuah akta perdamaian itu dibuat berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak. Jika keduanya sepakat maka tidak ada lagi alasan untuk 
merasa kecewa, karena hal tersebut telah menjadi keputuan kedua belah pihak 
sendiri. Selain itu jika proses mediasi tersebut maka kedua belah pihak tidak perlu 
melanjutkan proses beracara lagi, sehingga waktu yang digunakanpun terbilang 
singkat.
2
 
Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang 
berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses 
pengadilan. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara 
pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya 
sangat sulit utnuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik 
temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya 
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Makassar, 7 Januari 2013. 
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menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana 
untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh 
seseorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar menjadi 
jernih dan mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian. 
Menurut Mahyuti, sebuah kesepakatan sangat sulit untuk dicapai kedua 
belah pihak jika tidak didampingin oleh seseorang untuk menjadi penegah. Karena 
tingkat emosional kedua pihak tidak dapat dipertemukan dengan sendirinya, 
meraka membutukan seseorang yang bisa mempertemukan keinginan kedua pihak 
sehingga terjalin kominikasi yang baik.
3
   
Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja para pihak 
tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara 
tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada 
hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan 
pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada umumnya 
pihak yang kalah tidak akan menerima putusan pengadilan dengan berbagai 
alasan, sehingga ditempuh semua upaya hukum yang ada. 
Namun pada kenyataannya yang dihadapi sekarang ini, jarang di jumpai 
putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan oleh badan peradilan dalam 
penyelesaian perkara perdata yang diajukan hampir seratus persen berupa 
putusan-putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (winning or 
                                                          
3
 Mahyuti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri 
Makassar, 7 Januari 2013. 
 
50 
 
losing). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang ( 
win-win solution). 
Dijelaskan oleh Bapak Mahyuti, bahwa selama ia bertugas di Pengadilan 
Negeri Makassar, beliau lebih banyak memutus perkara perdata dengan putusan-
putusan yang sifatnya konvensional atau menang kalah dibanding dengan perkara 
yang diselesaikan dengan akta perdamaian.
4
 
Perma Nomor 1 tahun 2008 mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu 
menempuh mediasi sebelum sengketa diputus oleh hakim. Dalam kepustakaan 
Anglo Saxon disebut dengan istilah Mandatory mediation atau compulsory 
mediation. Perma nomor 1 tahun 2008 memerintahkan hakim pemeriksa perkara 
untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses 
mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh 
hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. 
Penggunaan mediasi secara wajib tidak diartikan bahwa para pihak 
diwajibkan mencapai atau menghasilkan perdamaian.Perdamaian tidak dapat 
dipaksakan atau diwajibkan, tetapi harus merupakan hasil kesadaran dan 
keinginan bersama. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim karir yang 
merangkap sebagai hakim mediator dari Pengadilan Negeri Makassar yaitu Bapak 
Mahyuti, beliau mengemukakan bahwa Mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma 
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No 1 tahun 2008 itu bersifat wajib, tanpa menempuh proses mediasi maka 
putusannya batal demi hukum.
5
 Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Perma 
No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan 
bahwa: “Tidak ditempunya proses mediasi berdasarkan perma ini merupakan 
pelanggran ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal 
demi hukum”.6 
Lebih lanjut mengenai tidak atau belum efektifnya mediasi itu sendiri, 
dijelaskan pula oleh Bapak Mahyuti bahwa di Pengadilan Negeri Makassar sendiri 
hasil dari mediasi itu kurang efektif. Hanya sebagian kecil saja yang berhasil 
menempuh upaya damai. Umumnya perkara perdata yang berhasil menempuh 
upaya damai adalah utang piutang. Namun ada juga beberapa sengketa tanah, 
wanprestasi dan perkara perceraian yang berhasil.
7
 
Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data yang 
didapatkan dari arsip Pengadilan Negeri Makassar, megenai jumlah perkara 
perdata yang telah Putus selama kurang lebih 5 tahun terakhir. 
 
 
 
                                                          
5
 Mahyuti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri 
Makassar, 7 Januari 2013. 
6
 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008.  
7
 Mahyuti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri 
Makassar, 7 Januari 2013. 
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Banyaknya jumlah perkara yang putus pada Pengadilan Negeri Makassar 
No Tahun Banyaknya Persentase 
1 2007 248 16, 83 
2 2008 262 17,77 
3 2009 315 21,37 
4 2010 266 18,05 
5 2011 383 25,98 
jumlah 1.474 100 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkara perdata yang telah 
putus pada  Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2007 sebanyak 248 perkara 
perdata dengan persentase 16,83 persen dari jumlah perkara yang masuk pada 
tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2008 tampak jelas adanya peningkatan 
jumlah perkara yang putus dengan putusan-putusan konvensional dari 248 perkara 
meningkat menjadi 262 perkaraa dengan persentase 17,77 persen. Bahkan pada 
tahun 2009 pun masih terjadi peningkatan dari jumlah perkara sebelumnya yaitu 
sebanyak 315 perkara dengan persentase 21, 37 persen. Tetapi, pada tahun 2010 
terjadi penurunan perkara dari 315 perkara yang berhasil diputus menjadi 266 
perkara. Pada tahun 2011 terjadi lagi peningkatan perkara menjadi 383 perkara 
dengan persentase tertinggi yaitu 25,98 persen dari tahun 2007 sampai dengan 
tahun 2011. 
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Banyaknya jumlah perkara perdata yang berhasil menempuh mediasi. Dari 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. 
No Tahun Banyaknya Persentase 
1 2007 6 22,22 
2 2008 4 14,81 
3 2009 5 18,52 
4 2010 5 18,52 
5 2011 7 25,95 
Jumlah  27 100 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara perdata di 
Pengadilan Negeri Makassar yang berhasil menempuh proses mediasi hanya 
sebagian kecil saja dari jumlah perkara perdata yang masuk. Hal tersebut terlihat 
dari tahun ke tahun yang hanya sebagian kecil perkara yang berhasil dimediasi. 
Pada tahun 2007 tercatat hanya 6 perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur 
mediasi, sedangkan pada tahun 2008 kembali menurun, yaitu hanya 4 perkara 
saja. Pada tahun 2009 dan tahun 2010 hanya 5 perkara yang berhasil dimediasi. 
Sedangkan pada tahun 2011 perkara perdata yang berhasil menempuh mediasi 
adalah 7 perkara. 
Jika demikian dapat diketahui bahwa  kedua tabel tersebut dijumpai proses 
mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, belum efektif hal tersebut berdasarkan 
data yang diperoleh dari arsip Pengadilan Negeri Makassar. Yang menunjukkan 
bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tercacat hanya 27 perkara 
perdata yang berhasil menempuh proses madiasi pada Pengadilan Negeri 
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Makassar, dibandingkan dengan perkara yang diputus sebanyak 1.474 perkara dari 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.  
Hal tersebut tentu menjadi masalah yang dilematis dalam dunia peradilan 
sendiri. Karena tujuan daripada penerapan Perma No. 1 tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi ini, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan 
apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Banyaknya faktor tertentu yang 
mempengaruhi keberhasilan mediasi menjadi polemik tersendiri dalam 
pelaksanaannya. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan 
berbagai upaya guna memaksimalkan pelaksanaan mediasi tersebut sehingga 
efektifitas dari perma No 1 tahun 2008 dapat tercapai. 
C. Faktor penghambat dalam pelaksanann mediasi di PengadilanNegeri Kelas 
1A Khusus Makassar. 
Pada sub bab ini dibahas mengenai kendala-kendala yang menghambat 
dan mempengaruhi pelaksanaan mediasi di pengadilan. Sebelumnya terlihat 
bahwa ternyata pelaksanaan mediasi di pengadilan belum sepenuhnya berjalan 
sebagaimana mestinya. Menurut Bapak Mahyuti masalah pokok daripada upaya 
perdamaian tersebut sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Hal inilah yang dikenal dengan Teori Efektifitas Hukum oleh 
Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Freidman. 
Berbicara tentang hal-hal yang turut mempengaruhi upaya perdamaian 
hakim dan tingkat upaya hakim dalam penelitian ini berkaitan dengan persoalan 
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kemandirian pengadilan dalam memutus perkara. Sebab dari hakim diharapkan 
bersikap tidak memihak dalam menentukan atau menjatuhkan putusannya. 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahyuti, ditemukan adanya beberapa 
faktor yang diasumsikan berpengaruh terhadap penerapan lembaga mediasi di 
pengadilan dalam menangani perkara yang diterima di pengadilan:  
1. Faktor Substansi Hukum 
Yang dimaksud substansi hukum dalam hal ini adalah ketentuan-
ketentuan yang mengatur mengenai upaya mediasi di pengadilan sebagai dasar 
bagi hakim dalam menerapkan upaya mediasi di pengadilan dalam perkara 
yang ditanganinya. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap keberhasilan 
mediasi di pengadiilan itu sendiri. 
Misalnya dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 jo Nomor 1 Tahun 2008 
proses mediasi bersifat imperatif, yaitu pengadilan tidak berwenang untuk 
menggugurkan perkara dari register dan juga tidak boleh menolak memeriksa 
perkara. 
Tingkat keberhasilan upaya mediasi di pengadilan dalam perkara 
sangat dibutuhkan hadirnya pihak materil. Ketentuan hukum acara yang 
berlaku menyatakan bahwa pihak materil dapat dikuasakan kepada advokat 
atau pengacara. Majelis hakim dapat saja memerintahkan pihak materil hadir 
dalam persidangan dalam rangka upaya mediasi, akan tetapi ketidakhadiran 
pihak materil tidak dapat dipaksakan dan tidak ada akibat hukumnya karena 
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pihak materil telah megkuasakan kepada pihak formilnya, yaitu penasehat 
hukum atau advokat.   
Disamping itu pada Pengadilan Negeri Makassar yang merupakan 
salah satu dari pelaksanaan mediasi di pengadilan, ditemukan permasalahan 
sehingga gagalnya proses mediasi diakibatkan karena sulitnya 
mempertemukan para pihak yang bersengketa.  
Lebih lanjut Bapak Mahyuti menerangkan bahwa salah satu yang 
menjadi problematika pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar 
adalah sulitnya mempertemukan para pihak yang bersengketa secara langsung. 
Karena mereka telah diwakili oleh kuasa hukum masing-masing pihak, 
sehingga sedikit sulit untuk mempertemukan keinginan dari masing-masing 
pihak.
8
  
2. Faktor Struktur 
Struktur adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu 
dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan 
bagaimana pengadilan, aparat pelaksana hukum dan pranata-pranata hukum 
lainnya berproses atau berjalan dan dijalankan. 
Dalam Pasal 5 Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan bahwa salah satu syarat untuk menjadi mediator di pengadilan yaitu 
telah mempunyai sertipikat sebagai mediator, untuk mendapatkan sertifikat ini 
maka calon mediator harus mengikuti pelatihan mediator yang dilaksanakan 
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 Mahyuti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri 
Makassar, 7 Januari 2013. 
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oleh Pusat Mediasi Nasional (PMN). Hal tersebut sebagaimana di ungkapkan 
oleh Bapak Mahyuti salah seorang Hakim karir di Pengadilan Negeri 
Makassar,dimana seorang mediator haruslah memiliki sertifikat dengan melalui 
pendidikan mediator tak terkecuali mediator hakim ataupun non hakim yang 
diselenggrakan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu.   
Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar masih minimnya 
pendidikan mediator yang dimiliki oleh hakim-hakim mediator menjadi salah 
satu kendala dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Dimana pendidikan 
mediator yang dijalani oleh hakim-hakim mediator di pengadilan tersebut tidak 
berkesinambungan.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan 
negeri Makassar, yaitu Bapak Mahyuti mengatakan bahwa, salah satu yang 
juga menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah 
pendidikan mediator yang dimiliki hakim mediator  tidak berkesinambungan,  
sehingga pengetahuan yang dimilikinya mengenai mediasi tidak terlalu 
mendalam.
9
 
Hal tersebut jelas akan mempengaruhi keberhasilan proses mediasi di 
pengadilan, sebab untuk menjadi seorang mediator diperlukan pengetahuan 
serta keterampilan khusus dalam menjalankan tugasnya untuk mendamaikan 
para pihak yang bersengketa. Menurut bapak Mahyuti, akibat dari minimnya 
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 Mahyuti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara di Pengadilan Negeri 
Makassar, 7 Januari 2013. 
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pendidikan mediator tersebut perlu mandapat perhatian lebih bagi lembaga-
lembaga terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan mediasi di pengadilan guna 
mengefektifkan fungsi dari mediasi itu sendiri. 
Berdasarkan hal tersebut, dalam jangka pendek perlu adanya kebijakan-
kebijakan yang bersifat riil dari pimpinan pengadilan untuk membuat program 
kajian keilmuan secara berkala yang bersifat eksploratif di unit kerja masing-
masing, khsususnya tetang hakikat dan tujuan mediasi serta keterampilan 
sebagai mediator. Selanjutnya untuk jangka panjang kalangan akademisi perlu 
menjadikan materi tentang mediasi sebagai salah satu pelajaran wajib yang 
harus dikuasi oleh hakim. Kendatipun untuk waktu mendatang mediator 
diharapkan berasal dari kalangan professional, bukan hakim, namun adanya 
keterkaitan tugas yang sangat erat antara hakim dan mediator, menjadi alasan 
utama pentingnya hakim mengetahui seluk beluk mediasi. 
3. Faktor Budaya Hukum 
Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Oleh 
karena itu, kesadaran hukum masyarakat atau pencari keadilan merupakan 
faktor yang mempengaruhi penerapan lembaga mediasi di Pengadilan. sebagai 
mana diungkapakan oleh salah seorang hakim karir Pengadilan negeri 
Makassar, jika masyaraakat tidak memiliki kesadaran hukum yang baik maka 
akan sangat sulit untuk menjadikan proses mediasi itu berjalan sesuai dengan 
amanat Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengailan. 
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 Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai 
yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. 
Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum menjamin bahwa 
masyarakat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran 
seseorang bahwa melanggar ketentuan adalah suatu yang salah atau keliru, 
belum tentu membuat orang itu tidak melakukan pelanggaran jika pada saat itu 
perbuatan pelanggaran memungkinkan baginya. 
Bila dicermati mengenai kesadaran hukum yang ada dalam 
masyarakat ataupun aparat pelaksanaan hukum, maka kesadaran hukum dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua) bagian: 
a. Kesadaran hukum yang baik 
b. Kesadaran hukum yang tidak baik 
Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk adalah seseorang yang 
semakin memiliki pengetahuan hukum mengenai pembagian harta bersama 
tetapi tidak dilakukannya. 
Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran hukum yang kemudian 
diikuti dengan ketaatan terhadap hukum. Achmad Ali mengemukakan ada tiga 
tingkatan kualitas ketaatan hukum, yakni: 
1. Ketaatan hukum yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan karena ia takut terkena sanksi; 
2. Ketaatan hukum yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat 
terhadap sesuatu aturan hukum hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan seseorang rusak; 
3. Ketaatan hukum yang bersifat internalization, yaitu jika seorang taat 
terhadap sesuatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai 
dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya. 
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Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada empat unsur 
yang dapat mendukung kesadaran dan ketaatan hukum, yakni: 
a. Pengetahuan tentang hukum; 
b. Pengetahuan tentang isi hukum; 
c. Sikap hukum; 
d. Pola prilaku hukum. 
Hal tersebut sebagaimana digambarkan oleh narasumber penelitian ini, 
bahwa untuk menciptkan sebuah kesadaran hukum yang baik maka masyarakat 
ataupun pihak yang bersengketa itu haruslah memiliki pengetahuan tentang 
hukum dan isinya, dalam hal ini adalah Perma No 1 tahun 2008. Dengan 
memahami hal tersbut maka akan mempengaruhi sikap dan perilaku 
masyarakat tersebut
10
. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim karir di 
Pengadilan Negeri Makassar mengenai pengalaman beliau selama berkarir 
apakah pernah mengalami bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan 
damai, ternyata masih sangat sedikit pihak yang mencapai kesepakatan damai. 
Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengolahan data dari arsip-
arsip yang diperoleh. 
Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh adanya beberapa faktor 
yang memperngaruhi gagalnya para pihak mencapai kesepakatan damai yaitu : 
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1. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan sebelumnya telah diupayakan 
penyelesaiannya secara damai di keluarga, aparat tingkat desa, camat, 
namun karena tidak berhasil kemudian diajukan ke pengadilan. hal 
demikian berakibat para pihak skeptic terhadap perdamaian yang 
dilakukan dalam proses mediasi yang terintegrasi ke pengadilan. 
2. Adanya alasan-alasan para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, karena 
faktor perasaan atau rasa gengsi yang berlebihan serta ingin menang 
sendiri. 
3. Dalam praktik sikap para pihak terhadap upaya damai dalam proses 
mediasi hanyalah formalitas, hal ini Nampak dari ketidak-sungguhan para 
pihak untuk mengupayakan perdamaian. 
Menurut Bapak Mahyuti, hakim Pengadilan Negeri Makassar 
mengungkapkan bahwa penyebab gagalnya ditempuh upaya damai antara para 
pihak adalah karena tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk 
berdamai, dikarenakan adanya rasa gengsi dari masing-masing pihak. Dan 
beranggapan bahwa akta damai itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dan 
masing-masing pihak selalu ingin menang sendiri.
11
 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak mahyuti, menjadi persoalan 
mendasar jika para pihak yang berpekara tidak mempunyai keinginan atau 
kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau 
situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Hal tersebut 
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terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai 
tujuan dan maanfaat dari proses mediasi tersebut sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Perma no 1 tahun 2008 tersebut. 
Pemahaman atas nature mediasi dan manfaatnya masih belum 
maksimal. Banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu 
dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya 
manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. Sehingga pemahaman mengenai 
mediasi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap 
manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan 
terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan 
pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara 
melalui mediasi, idealnya sebelum Perma No 1 tahun 2008 diberlakukan. Lebih 
jauh, meminjam pernyataan Frehman bahwa pembangunan cultur hukum 
adalah bagian ujung yang terpenting, artinya proses penyelesaian perkara 
melalui mediasi adalah budaya hukum masyarakat. 
Hal ideal yang seharusnya terjadi adalah adanya tuntutan masyarakat 
pentingnya mediasi dalam proses penyelesaian perkara harus lebih tinggi dan 
kemudian pengadilan memfasilitasinya, akan tetapi saat ini masyarakat belum 
menunjukan adanya kebutuhan mendesak perlunya mediasi dan tidak paham 
arti dari mediasi, sehingga Perma No. 1 2008 mendobrak semua keadaan 
tersebut, hasilnya adalah sebuah pertanyaan, apakah Perma Nomor 1 Tahun 
2008 akan efektif , dengan segala komponen pendukung yang belum tersedia?, 
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harus diingat bahwa Filosofi Alternative Dispute Resolution khususnya 
mediasi adalah sukarela dan untuk membantu, bukan untuk membebani. 
D. Upaya-upaya Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar 
memaksimalkan perdamaian dengan mediasi dalam menyelesaiakan 
sengketa. 
Sesuai nilai dan asas musyawarah mufakat yang merupakan cita-cita 
hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi adalah 
musyawarah untuk mufakat. Agar proses mediasi ini dapat berjalan dangan baik 
maka diperlukan upaya yang dapat mendorong para pihak yang bersengketa agar 
dapat meyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, serta dapat 
menyadari bahwa persengketaan tersebut bukanlah pertarungan yang harus 
dimenagkan, tetapi harus diselesaikan. 
Menurut Bapak Mahyuti, bahwa agar proses madiasi dapat tecapai maka 
terlebih dahulu harus melalui musyawara seperti yang diamanatkan dalam perma 
no.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi sehingga para pihak lebih leluasa untuk 
menyampaikan keluhan dan keinginan masing-masing pihak.
12
 
Dalam hal memaksimalkan pelaksanaan mediasi, menurut Bapak Mahyuti ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya: 
a. Peran mediator. 
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Mediasi adalah “beyond the law”. Yakni menggeser hukum dengan 
mencari “apa tujuan atau kepentingan” para pihak. Jadi dalam mediasi bagaimana 
kepentingan para pihak bisa terakomodasikan. Guna tercapainya hal tersebut, 
maka perundingan berdasarkan kepentingan dimulai dengan mengebangkan dan 
menjaga hubungan baik para pihak. Selanjutnya mengoptimalkan pemberdayaan 
masing-masing pihak dengan mengajukan tawaran atau pilihan-pilihan yang dapat 
mengakomodasikan kepentingan kedua pihak. 
Dalam hal ini, peran mediator dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 
sangan berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Terkait dengan kewajiban dan 
tugas-tugas mediator dalam proses mediasi di pengadilan, ketentuan dalam pasal 
15 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut
13
: 
(1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi 
kepada para pihak untuk dibahas dan disetujui. 
(2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung 
berperan dalam proses mediasi. 
(3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. 
(4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan 
menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan 
penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. 
Dalam wawanca dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar, beliau 
mengatakan bahwa: 
Dalam hal untuk mengupayakan keberhasilan mediasi, para mediator 
dituntut agar menjalankan tugas dan keajibannya untuk mendamaikan ke 
dua belah pihak. selain itu mediator juga berusaha membangun dan 
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menciptakan komunikasi yang baik dan bersahabat, dengan demikian 
mediator dapat mempertemukan keinginan-keinginan dan memberikan 
atau menwarkan solusi kepada pihak yang terkait. 
14
 
Jika berdasarkan wawancara di atas bahwa kunci keberhasilan mediasi 
terletak pada para pihak dan kepiawaian mediator dalam membantu para pihak 
untuk mencari berbagai pilihan penyelesaian. Sebagai langkah pertama peran 
mediator adalah bagaimana ia nisa membangun komunikasi dengan para pihak. 
Dalam membangun komunikasi tersebut mediator haruslah bersikap hormat, tulus 
yakin, perhatian, serius, bersahabat dan tidak tergesah-gesah.  
Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah, yang 
membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Guna 
menghasilkan kesepakatan, mediator harus membantu para pihak yang 
bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu 
saja pilihan tersebutharus dapat diterima dan dapat memuaskan kedua pihak.  
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Mahyuti, beliau mengatakan 
bahwa seorang mediator itu hanya bertindak sebagai pihak ketiga yang netral atau 
penegah saja, mediator tidak diperbolehkan untuk mengitervensi salah satu pihak. 
ia hanya membantu mencarikan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga dapat 
diselesaikan secara damai.
15
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b. Itikad baik dan pengaruh para pihak. 
Selain peran mediator dalam membantu menyelesaikan persengketahan 
para pihak, demi tercapainya sebuah kesepakatan maka haruslah ada itikad baik 
dari para pihak sendiri.  Para pihak harus dengan kesungguhan hati 
mengupayakan perdamaian dengan tidak menyembunyikan kepentingan dengan 
maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.  
Bapak Mahyuti menyatakan bahwa : 
Untuk megupayakan keberhasilan mediasi antara pihak bersengketa guna 
menghasilkan perdamaian, maka dilakukanlah pertemuan secara langsung 
dengan mengusahakan hadirnya pihak prinsifal bersama dengan kuasa 
hukumya. Sehingga hakim akan lebih mudah mempertemukan keinginan-
keinginan para pihak.
16
 
 
Dalam praktik pelaksanaan prosedur mediasi, sering terjadi para pihak 
yang diwakili oleh kuasa hukumnya (advokat) agak sulit untuk mengupayakan 
damai, karena advokad yang mewakili para pihak yang sesungguhnya 
bersengketa, tidak dengan bersunguh-sungguh atau tidak dengan itikad baik untuk 
mengupayakan usaha damai yang dimaksudkan dalam proses mediasi, justru tidak 
pernah mengkomunikasikan agenda yang dibahas dalam mediasi ke pihak 
prinsifal, sehingga dalam hal demikian mediasi sudah tentu tidak akan mungkin 
berhasil. 
Menurut hasil wawancara menyatakan bahwa Pengacara/penasehat 
hukumnya tidak pernah menghimbau untuk melakukan mediasi di pengadilan 
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tetapi kecenderungan penasehat hukum menghimbau agar sengketa tetap 
dilanjutkan.
17
 
Jika demikan dari hasil wawancara tersebut, dapat dikemukakan bahwa 
untuk mendayagunakan dan memaksimalkan proses mediasi para mediator  telah 
melakukan dan berusaha mempertemukan pihak prinsifal. Berusaha 
mensinergikan keinginan-keinginan kedua pihak, membangun komunikasi yang 
baik sehingga timbul itikad baik dari kedua pihak untuk berdamai. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari keseluruhan  uraian dan pembahasaan pada bab sebelumnya  dapat di 
tarik kesimpulan; 
1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan berdasarkan tinjauan terhadap Perma 
No 1 tahun 2008 pada dasarnya masih belum efektif dalam menyelasaikan 
perkara perdata. Banyaknya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi 
keberhasilan mediasi menjadi polemik tersendiri dalam pelaksanaannya. 
Hal tersebut tentu menjadi masalah yang dilematis dalam dunia peradilan 
sendiri. Karena tujuan daripada penerapan Perma No. 1 tahun 2008 
tentang prosedur mediasi ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik 
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Namun untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya guna 
memaksimalkan pelaksanaan mediasi tersebut sehingga efektifitas dari 
perma No 1 tahun 2008 dapat tercapai. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan Mediasi 
di Pengadilan Negeri Makassar : 
a. Faktor Substansi Hukum, yakni ketentuan hukum yang mengatur 
tentang prosedur lembaga mediasi di Pengadilan.  
b. Faktor Struktur Hukum, yakni masih minimnya mediator yang 
bersertifikat dan juga kurangnya dukungan dari advocat.   
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c. Faktor Budaya Hukum, yakni pola sikap yang tergambar pada motivasi 
dan keinginan aparat hukum serta masyarakat dalam mengupayakan 
mediasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih banyak 
sengketa yang tidak berhasii mencapai kesepakatan damai, hal ini 
disebabkan pihak yang bersengketa sulit didamaikan. 
d. Faktor individual, yakni faktor gengsi untuk memenangi perkara (sifat 
egoisme) dan juga adanya konflik sosial dalam lingkungan juga 
merupakan faktor penghambat Perma.  
3. Untuk mendayagunakan dan memaksimalkan proses mediasi para 
mediator  telah melakukan dan berusaha mempertemukan pihak prinsifal. 
Berusaha mensinergikan keinginan-keinginan kedua pihak, membangun 
komunikasi yang baik sehingga timbul itikad baik dari kedua pihak untuk 
berdamai. 
B. Saran 
Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka beberapa cacatan sebagai 
pertimbangan dalam menerapkan mediasi di pengadilan, yaitu:    
1) Perlunya meningkatkan kinerja aparat hukum di lembaga peradilan, 
misalnya peran para mediator harus dimaksimalkan sehingga proses 
mediasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lembaga 
pelatihan bukan hanya di Mahkamah Agung  saja akan tetapi di setiap 
daerah di seluruh Indonesia harus mempunyai suatu lembaga yang melatih 
setiap mediator ,agar dapat menciptakan lebih banyak mediator-mediator 
yang  profesional. 
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2) Agar diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur mediasi 
di Pengadilan. Sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui hakikat, 
keuntungan penyelesaian melalui mediasi dan memahami mekanisme 
mediasi di Pengadilan. 
3) Dan  juga di perlukannya komunikasi yang baik antara masing-masing 
pihak. fasilitas yang maksimal dalam menjalankan mediasi yang kita 
ketahui saat ini fasilitas dalam menjalankan mediasi juga sangatlah 
berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi tersebut. Jadi perlunya suatu 
tempat yang khusus dalam pelaksanaan mediasi agar pihak yang 
bersengketa merasa nyaman pada saat mengadakan mediasi di dalam 
pengadilan. Mereka tidak perlu melaksanakan di luar pengadilan yang 
perlu biaya tambahan. 
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